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ABSTRAK 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) merupakan institusi 

pemerintah di bidang pendidikan yang seharusnya membantu masyarakat untuk lebih 

memahami ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. PTN merupakan institusi yang mempekerjakan pekerja 

kontrak outsourcing. Hal ini dilakukan mengingat semakin terbatasnya kesempatan untuk 

mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terbatasnya anggaran belanja pegawai 

negara, serta berlakunya kebijakan moratorium PNS. Keleluasaan yang diberikan oleh 

peraturan pemerintah tentang BLU dalam mengelola institusinya termasuk sumber daya 

manusianya, memberikan kesempatan luas kepada institusi BLU termasuk PTN BLU 

untuk memanfaatkan pekerja kontrak outsourcing. Sementara, hubungan kerja 

outsourcing dapat menekan pekerja sedemikian rupa tanpa dapat menuntut hak normatif 

yang wajar sebagaimana layaknya diatur di dalam suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

tidak selalu dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang disebabkan oleh 

faktor tidak dipahaminya makna perjanjian kerja tersebut. Akibat perjanjian ini kerap kali 

dijadikan alat oleh pemberi kerja (majikan) untuk membuatnya dalam suatu format baku 

yang berisi ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan pihak majikan. Oleh karena 

itu, diperlukan analisis yuridis dari perjanjian kerja bagi pekerja kontrak outsourcing. 

Kontrak ini seharusnya berisi hak-hak pekerja sebagai bentuk perlindungan hukum yang 

efektif. Dalam kajian ini, melalui metode pendekatan yuridis empiris dan teknik 

pengumpulan data  berupa studi dokumen serta studi lapangan, yang dilakukan terhadap 

data sekunder, diperoleh hasil bahwa bentuk perjanjian kerja di PTN BLU belum 

melindungi pekerja kontrak outsourcing sehingga ke depan diperlukan pemodelan 

perjanjian kerja yang lebih melindungi hak-hak pekerja kontrak outsourcing.  
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ABSTRACT 

 

State University as Public Service Agency is the government institution in 

education sector which should be able  to assist people in understanding more about 

legislation protecting their rights. The State University as Public Service Agency usually 
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employs outsourcing employees for the reasons of less chance for them to do recruitment 

and limited budget used for the government employees. The policy of moratorium is also 

one of the reasons. Unempeded regulation given by government to the agency in 

managing its own institution, including their human resouces, has made them use of 

outsourcing employees which can be contracted.  Work contract is not always able to 

give legal protection to employees and as the effect it can be used by employers who 

make the work contract as a standard format which is profitable for them. That is why, a 

yuridical analysis on the work contract for the outssourcers is important. An ideal work 

contract should contain employees’ rights as the representation of effective legal 

protection, In this study, the method used was yuridical empirical approach and the 

technique in collecting data was conducted through observing documents and field study 

which is done to the secondary data. The result shows that the format of the work 

contract in the State University as Public Agency has not given any protection to the 

outsourcing contracted employees. So, in the future, it is suggested that there will be a 

model of work contract which will give more protection for the rights of outsourcing 

contracted employees. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Hubungan kerja melalui 

outsourcing merupakan upaya lain untuk 

menyiasati hukum, baik itu sebelum 

lahirnya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 maupun sesudahnya. 

Meskipun undang-undang yang baru 

secara implisit tidak membenarkan 

hubungan kerja semacam itu untuk 

pekerjaan yang sifatnya permanen atau 

terus menerus dan hanya dibenarkan 

untuk pekerjaan tertentu serta berjangka 

waktu yang tidak lebih lama dari yang 

ditentukan undang-undang, undang-

undang ini masih dapat disiasati dengan 

berbagai cara penetapan ketentuan job 

description dan jangka waktu yang 

diputus-putus serta dengan penggantian 

nama perusahaan outsourcing. 

Menurut Gunarto (2000:2), para 

pekerja/karyawan outsourcing ini 

memang tidak mempunyai banyak 

pilihan, karena pengangguran terbuka 

secara nasional melebihi 11,6 juta orang, 

pengangguran tertutup 30 juta orang dari 

penawaran tenaga kerja lebih dari 106,9 

juta orang. Sementara itu, banyak pula 

perusahaan yang kalah bersaing dengan 

produk impor, sedangkan produk ekspor 

juga menurun karena biaya produksi 

yang tinggi di dalam negeri. 

Pekerja kontrak outsourcing ini 

perlu diberikan perlindungan hukum 

karena alasan menyelamatkan angkatan 

kerja yang sangat potensial. Selain itu, 

untuk melakukan gerak kemajuan 

ekonomi negara secara umum. 

Kebanyakan tenaga outsourcing ini 

adalah tenaga kerja yang profesional  di 

bidangnya, muda dalam usia, dan 

mempunyai semangat kerja yang baik. 

Kekurangan mereka adalah tidak 

dimilikinya kesempatan dan tidak 

mempunyai hubungan khusus dengan 

para penentu kebijaksanaan perusahaan. 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

Badan Layanan Umum (BLU), sebagai 

institusi pemerintah, merupakan institusi 
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yang mempekerjakan pekerja kontrak 

outsourcing. Hal ini dilakukan 

mengingat semakin terbatasnya 

kesempatan untuk mengangkat Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) karena anggaran 

belanja pegawai negara yang kecil serta 

belakangan ini dikeluarkan kebijakan 

berupa moratorium PNS. Selain itu, 

adanya kebijakan yang mengharuskan 

setiap perguruan tinggi menjadi sebuah 

Badan Hukum Pendidikan (BHP) sesuai 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009, 

menyebabkan setiap perguruan tinggi 

harus siap mandiri dalam segala hal 

termasuk dalam pengembangan sumber 

daya manusia. Walaupun kemudian 

undang-undang tersebut dicabut,  adanya 

peraturan lain yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum menyebabkan PTN 

harus tetap siap untuk menjadi mandiri, 

terutama dalam hal pengelolaan 

keuangannya dan hal ini harus selalu 

didukung oleh pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik. 

Salah satu upaya pengembangan 

sumber daya manusia adalah 

mengangkat pekerja kontrak outsourcing 

yang sesuai dengan undang-undang 

ketenagakerjaan. PTN BLU sebagai 

sebuah institusi tentunya melakukan 

pengangkatan pekerja  kontrak 

outsourcing, terutama untuk tenaga kerja 

baru sebelum dilakukan penerimaan 

PNS atau untuk tenaga kerja yang 

melaksanakan pekerjaan dalam bentuk 

kontrak paruh waktu atau kontrak waktu 

kerja tertentu. Kebutuhan akan pekerja 

kontrak outsourcing di bidang-bidang 

tertentu tersebut mengharuskan PTN 

BLU berpikir seperti seorang pengusaha.  

Seperti dikatakan oleh Cooter (1998:12), 

sudah menjadi sifat pengusaha untuk 

terus melakukan efisiensi dan 

maksimalisasi hasil usaha, termasuk 

dalam hal mengangkat pekerja kontrak 

outsourcing. Walaupun menurut 

Gunarto (2000:25)  efisiensi oleh 

pengusaha dengan efisiensi dan 

maksimalisasi melalui pengangkatan 

pekerja kontrak outsourcing akan 

membawa akibat yang kurang baik pada 

para pekerja kontrak outsourcing 

tersebut mengingat tidak adanya 

jaminan dalam pekerjaan dan 

penghasilan untuk menjaga 

kelangsungan hidup, melalui  sistem 

kontrak. 

Perjanjian kerja sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi pekerja 

kontrak outsourcing sangat menarik 

untuk diteliti karena merupakan sarana 

untuk menyeimbangkan hak dan 

kewajiban dari kedua belah pihak yaitu 

pekerja dan pemberi kerja/majikan. Hal 

ini sesuai dengan amanat dalam UUD 

1945 dan UU Ketenagakerjaan, yang 

memerintahkan untuk memberikan 

perlindungan hukum yang adil dan 

seimbang bagi setiap warga negara 

dalam rangka memperoleh pekerjaan 

dan penghidupan yang layak.  

Permasalahannya adalah apakah 

perjanjian kerja bagi pekerja kontrak 

outsourcing di PTN BLU telah 

memberikan perlindungan hukum yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan? 

Melalui penelitian ini, dilakukan 

penelaahan terhadap perjanjian kerja di 

PTN BLU tersebut dan diharapkan dari 

penelitian ini ke depan para pekerja 

kontrak outsourcing dapat merasakan 

perlakuan yang adil untuk hak-hak 

normatifnya, di tengah-tengah 

perubahan ketenagakerjaan menuju era 

pasar bebas/globalisasi, serta 
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memberikan kesempatan kepada negara 

untuk mewujudkan amanah UUD 1945 

yaitu membawa kesejahteraan kepada 

seluruh bangsa Indonesia. 

 

Pengertian Outsourcing 

Pengertian outsourcing ( Pakpahan : 

108)  yang sebenarnya menurut undang-

undang adalah pengalihan pekerjaan, 

dimana pekerja yang melakukan 

pengalihan pekerjaan itu seharusnya 

menjadi pekerja permanen dari 

perusahaan yang menjadi penyedia 

pekerja/pekerjaan (outsourcer) tersebut. 

Menurut Komang Priambada 

(Priambada : 12), outsourcing memiliki 

pengertian sebagai pengalihan sebagian 

atau seluruh pekerjaan atau wewenang 

kepada pihak lain guna mendukung 

strategi pemakai jasa outsourcing baik 

pribadi, perusahaan, divisi ataupun 

sebuah unit dalam sebuah perusahaan.  

Outsourcing terbagi dalam dua jenis, 

yaitu outsourcing pekerjaan yang 

kemudian berkembang menjadi jenis 

yang kedua, yaitu outsourcing manusia. 

(Silaban : 67) 

 

Perjanjian pada Umumnya 

Pasal 1313 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

dengan KUHPerdata) memberikan 

definisi perjanjian sebagai suatu 

perbuatan dengan mana 1 (satu) orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

1 (satu) orang lain atau lebih. 

Mulyadi (2003:7) memberikan 

definisi tentang perjanjian yaitu: 

1) Suatu perbuatan; 

2) Antara sekurangnya dua orang; 

3) Perbuatan tersebut melahirkan 

perikatan diantara pihak-pihak yang   

berjanji tersebut. 

Para sarjana Hukum Perdata 

(dalam Badrulzaman, 2001:65) pada 

umumnya berpendapat bahwa definisi 

yang terdapat di dalam ketentuan di atas 

adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. 

Tidak lengkap karena yang dirumuskan 

itu hanya mengenai perjanjian sepihak 

saja. Definisi itu juga dikatakan terlalu 

luas karena dapat mencakup perbuatan 

di dalam lapangan hukum keluarga, 

seperti janji kawin, yang merupakan 

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda 

dengan perjanjian yang diatur dalam 

KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang 

diatur dalam KUHPerdata Buku III 

kriterianya dapat dinilai secara materiil 

dengan kata lain dapat dinilai dengan 

uang. 

Definisi perjanjian dalam Pasal 

1313 KUHPerdata juga hanya 

menyebutkan “perbuatan” saja, sehingga 

yang bukan perbuatan hukum pun 

disebut dengan perjanjian. 

Menurut Salim H.S. (2003:17), 

kontrak atau perjanjian merupakan 

hubungan hukum antara subjek hukum 

yang satu dengan subjek hukum yang 

lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu 

diketahui, subjek hukum yang satu 

berhak atas prestasi dan begitu pula 

subjek hukum yang lain berkewajiban 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakatinya. 

Unsur-unsur yang tercantum 

dalam definisi tersebut adalah 

1) adanya hubungan hukum; 

2) adanya subyek hukum; 

3) adanya prestasi; 

4) di bidang harta kekayaan. 

Asas kebebasan berkontrak 

memberikan kebebasan kepada para 

pihak dalam membentuk suatu 

perjanjian. Akan tetapi, kebebasan 

tersebut dibatasi oleh ketentuan 
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mengenai syarat sah suatu perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yang berbunyi bahwa 

untuk sahnya perjanjian diperlukan 

diperlukan empat syarat: 

1) sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya. 

2) cakap untuk membuat suatu 

perikatan. 

3) suatu hal tertentu. 

4) suatu sebab yang halal. 

Keempat unsur tersebut (dalam Pasal 

1320 KUHPerdata), dalam doktrin ilmu 

hukum yang berkembang, digolongkan 

ke dalam 

1) dua unsur pokok yang menyangkut 

subjek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subjektif); 

2) dua unsur pokok lainnya yang 

berhubungan langsung dengan 

objek perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subjektif mencakup adanya 

unsur kesepakatan secara bebas dari para 

pihak yang berjanji dan mencakup dari 

pihak-pihak yang melaksanakan 

perjanjian. Unsur objektif meliputi 

keberadaan dari pokok persoalan yang 

merupakan objek yang diperjanjikan dan 

causa dari objek berupa prestasi yang 

disepakati untuk dilaksanakan tersebut 

harus sesuatu yang tidak dilarang atau 

diperkenankan menurut hukum. 

Dalam syarat objektif, kalau 

syarat tersebut tidak terpenuhi, 

perjanjian itu batal demi hukum. 

Artinya, dari semula tidak pernah 

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. Dalam 

syarat subjektif jika syarat tersebut tidak 

dipenuhi, perjanjiannya bukan batal 

demi hukum, tetapi salah satu pihak 

mempunyai hak untuk meminta supaya 

perjanjian tersebut dibatalkan. 

 

Perjanjian Kerja 

Hubungan kerja terjadi karena 

adanya perjanjan  kerja antara pekerja 

dan pengusaha. Hubungan kerja menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyatakan bahwa 

“Hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dan pekerja 

berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan 

perintah.” 

Perjanjian kerja mengatur hak dan 

kewajiban pihak pekerja dan pihak 

pengusaha, saling seimbang antara satu 

dengan yang lainnya. Para pihak bebas 

menentukan isi dan bentuk perjanjian 

kerja tersebut. Pihak pekerja maupun 

pengusaha diberi kebebasan untuk 

menentukan isi dan bentuk perjanjian 

kerja sehingga klausula-klausula 

perjanjiannya tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang yang  mengatur  

perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja itu 

antara lain mengenai kapan  pekerja 

mulai melaksanakan pekerjaan dan apa 

yang akan dikerjakan, besarnya upah 

yang akan diterima serta syarat-syarat 

kerja lainnya yang disepakati bersama. 

Perjanjian kerja dilakukan oleh seorang 

calon pekerja dengan pengusaha (dalam 

Soedarjadi, 2008:59). 

 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam Pasal 1601(a) 

menyebutkan bahwa persetujuan 

perburuhan adalah persetujuan dengan  

pihak pekerja/buruh mengikatkan diri 

untuk di bawah perintah pihak yang lain, 

si majikan untuk suatu waktu tertentu 

melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah, yang sekarang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan di dalam 

pelaksanaanya diatur dalam Nomor 

Kep100/MEN/VI/2004 Tentang 
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Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu 

Tertentu. 

Syarat sahnya suatu perjanjian 

kerja ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja 

dibuat atas dasar 

1. kesepakatan kedua belah pihak; 

2. kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum; 

3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Rood (1989:1) menyatakan bahwa 

suatu perjanjian kerja baru ada jika 

dalam perjanjian kerja tersebut 

memenuhi empat syarat, yaitu: 

1) adanya unsur work atau pekerjaan; 

2) adanya unsur service atau pelayanan; 

3) adanya unsur time atau waktu; 

4) adanya unsur pay atau upah. 

Menurut Soepomo (dalam 

Djumadi, 2004:42) dikaitkan dengan 

ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, 

dapat disimpulkan bahwa definisi 

perjanjian kerja mempunyai empat unsur 

esensialia, yaitu: 

a) melakukan pekerjaan tertentu; 

b) di bawah perintah; 

c) dengan upah; 

d) dalam waktu tertentu. 

Perjanjian kerja waktu tertentu 

hanya dapat dibuat untuk pekerjan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat 

atau kegiatan pekerjaanya akan selesai 

dalam waktu tertentu, yaitu: 

1) pekerjaan yang sekali selesai atau 

yang sementara sifatnnya; 

2) pekerjaan yang dperkirakan 

penyelesainya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 

tahun; 

3) pekerjaan yang bersifat musiman; 

4) pekerjaan yang berhubungan dengan 

produk baru, kegitan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan. 

Menurut Nedeng (2003:2), 

outsourcing dapat disamakan dengan 

perjanjian pemborongan pekerjaan 

sehingga pengertian outsourcing adalah 

suatu perjanjian pemborong 

mengikatkan diri untuk membuat suatu 

pekerjaan kerja tertentu bagi pihak lain 

yang memborongkan mengikatkan diri 

untuk memborongkan pekerjaan pada 

pihak pemborong  dengan bayaran 

tertentu. 

Outsourcing berasal dari kata out 

yang berarti keluar dan source yang 

berarti sumber. Pengertian outsourcing 

atau alih daya yang secara khusus 

didefinisikan oleh Greaver pada 

bukunya Strategic Outsourcing A 

Structured approach to outsourcing: 

Decisions and Intiatives, 

yaitu:”Strategic use of Outside parties to 

perform activities, traditionally handled 

by internal staff and respurces”. 

Menurut definisi Greaver, outsourcing 

atau alih daya dipandang sebagai 

tindakan pengalihan beberapa aktivitas 

perusahaan dan hak pengambilan 

keputusan kepada pihak lain;  tindakan 

ini terkait dalam suatu kontrak kerja 

sama. 

 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) adalah perjanjian kerja yang 

jangka berlakunya telah ditentukan. 

Dalam bahasa sehari-hari, sering disebut 

sebagai ”karyawan kontrak”. 

PKWT harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 
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a. PKWT harus dibuat tertulis dan 

harus menggunakan bahasa 

Indonesia. 

b. PKWT yang tidak dibuat tertulis 

dianggap sebagai PKWTT sehingga 

pekerja menjadi pekerja tetap di 

perusahaan tersebut. 

c. PKWT tidak mempersyaratkan 

adanya masa percobaan. (Hal ini 

berbeda dengan PKWTT  yang 

mengenal masa percobaan selama 

tiga bulan) 

d. apabila dalam PKWT ditetapkan 

masa percobaan, PKWT akan batal 

demi hukum. 

e. PKWT tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat terus-

menerus atau tidak terputus-putus 

(Pasal 56 s.d. 58 UUKK). 

Sementara itu, ciri-ciri dari 

pekerjaan yang dapat dibuatkan PKWT 

adalah 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau 

yang sementara sifatnya. 

b. pekerjaan yang diperkirakan 

penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 

tiga tahun (maksimal 2 tahun dan 

hanya dapat diperpanjang satu kali 

saja selama satu tahun). 

c. pekerjaan yang bersifat musiman. 

d. pekerjaan yang berkaitan dengan 

produk baru, kegiatan baru atau 

produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan (Pasal 59 

UUKK) 

Karena ciri-ciri pekerjaan untuk 

PKWT adalah yang sekali selesai dan 

predictable, PKWT diadakan untuk 

paling lama dua tahun dan hanya boleh 

diperpanjang satu kali untuk jangka 

waktu paling lama satu tahun. 

Pembaharuan PKWT hanya dapat 

dilakukan satu kali dan untuk jangka 

waktu paling lama dua tahun. Apabila 

PKWT tersebut dibuat tidak sesuai 

dengan syarat-syarat di atas, PKWT 

tersebut secara otomatis berubah 

menjadi PKWTT. Dengan demikian, 

para pekerjanya bukan lagi menjadi 

karyawan kontrak, tetapi menjadi 

karyawan tetap sejak perjanjian kerja 

tersebut dibuat. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif ( Soekanto, 

1986:53). Melalui  pendekatan  yuridis 

normatif, akan ditelaah arti dan maksud 

berbagai kaidah dan peraturan hukum 

yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak 

outsourcing, terutama yang terdapat 

pada perguruan tinggi negeri (PTN) 

Badan Layanan Umum (BLU), yang 

berasal dari peraturan perundang-

undangan yang ada.  

Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis (Hanitijo,  1990:97),  yaitu 

menggambarkan  permasalahan  

perlunya  perlindungan hukum bagi 

pekerja kontrak outsourcing dengan 

terlebih dahulu menganalisis secara 

yuridis isi dari perjanjian kerjanya, 

dengan berpedoman pada peraturan 

perundangan yang berlaku seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UUKK).  

Untuk memperoleh hasil 

penelitian yang baik, melalui spesifikasi 

penelitian secara deskriptif analitis 

disebarkan pula kuesoner bagi para 

pekerja kontrak outsourcing di tiga  

PTN yaitu di Universitas Padjadjaran 

(UNPAD), Institut Teknologi Bandung 
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(ITB), dan Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI). Dari sekitar 150 

eksemplar kuesoner yang disebarkan, 

hanya 98  buah yang kembali. 

Pemberian  kuisoner ini dimaksudkan 

agar lebih mengetahui sejauh mana 

pemahaman baik dari pekerja kontrak 

outsourcing maupun manajemen PTN 

BLU dalam memahami perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak 

outsourcing, yang dituangkan di dalam 

perjanjian kerjanya. Pemilihan tiga PTN 

BLU di atas, diasumsikan dapat 

mewakili PTN-PTN BLU lainnya di 

Indonesia karena tiga PTN BLU tersebut 

merupakan tiga PTN BLU yang besar di 

Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil telaahan yuridis contoh-

contoh perjanjian kerja para pekerja 

kontrak outsourcing di tiga PTN, yaitu 

UNPAD, ITB, dan UPI, dapat diketahui 

hal-hal sebagai berikut: 

 

NO MINIMAL 

YANG 

HARUS 

ADA DI 

DALAM 

PERJANJIA

N KERJA 

UNPAD ITB UPI 

1. Nama dan 

alamat 

pengguna 

ADA ADA TID

AK 

ADA 

2. nama dan 

alamat TKI 

ADA ADA TID

AK 

ADA 

3. jabatan dan 

jenis 

pekerjaan 

TKI 

ADA ADA TID

AK 

ADA 

4. hak dan 

kewajiban 

para pihak 

ADA 

SEPIHA

K 

ADA 

SEPIH

AK 

TID

AK 

ADA  

5. kondisi dan 

syarat kerja 

ADA 

TIDAK 

ADA 

TIDAK 

TID

AK 

yang meliputi 

jam kerja, 

upah, dan tata 

cara 

pembayaran, 

baik cuti dan 

waktu 

istirahat, 

fasilitas dan 

jaminan 

sosial; dan 

LENGK

AP 

LENG

KAP 

ADA  

6. jangka waktu 

perpanjangan 

kerja.  

ADA TIDAK 

ADA 

TID

AK 

ADA 

 

Secara yuridis, seharusnya sebuah 

perjanjian kerja bagi pekerja kontrak 

outsourcing memenuhi kaidah-kaidah 

yang ada di dalam suatu perjanjian yang 

sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 

1320 KUHPerdata dan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (UUKK). 

Walaupun tidak menentukan apakah 

suatu perjanjian kerja harus dibuat 

secara lisan atau tulisan/tertulis, UUKK  

mengatakan bahwa perjanjian kerja 

boleh dibuat secara lisan, tetapi dengan 

syarat pengusaha wajib membuat surat 

pengangkatan bagi pekerja bersangkutan 

yang berisi antara lain: 

a. nama dan alamat pekerja; 

b. tanggal mulai bekerja; 

c. jenis pekerjaan; 

d. besarnya upah (Pasal 63 UUKK) 

Untuk perjanjian kerja yang 

dibuat secara tertulis dibuat sekurang-

kurangnya dua rangkap; pekerja serta 

perusahaan masing-masing mendapat 

satu buah salinan yang berkekuatan 

hukum yang sama dengan minimal 

memuat: 

1. nama dan alamat perusahaan, serta 

jenis usahanya; 

2. nama, alamat, umur, jenis kelamin 

dan alamat pekerja; 
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3. jabatan atau jenis pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh pekerja; 

4. tempat pekerjaan; 

5. besarnya upah dan cara 

pembayarannya; 

6. syarat-syarat kerja yang memuat hak 

dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja; 

7. mulai dan jangka waktu berlakunya 

perjanjian kerja; 

8. tempat dan tanggal perjanjian kerja 

dibuat; dan 

9. tanda tangan para pihak dalam 

perjanjian kerja. 

Ketentuan yang ada di UUKK 

tersebut berlaku pula untuk PKWT atau 

perjanjian kerja yang diperuntukkan 

bagi pekerja kontrak outsourcing.  

Bahkan untuk PKWT, diatur 

bahwa PKWT harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. PKWT harus dibuat tertulis dan 

harus menggunakan bahasa 

Indonesia. 

b. PKWT yang tidak dibuat tertulis 

dianggap sebagai PKWTT sehingga 

pekerja menjadi pekerja tetap di 

perusahaan tersebut. 

c. PKWT tidak mempersyaratkan 

adanya masa percoban. (Hal ini 

berbeda dengan PKWTT  yang 

mengenal masa percobaan selama 

tiga bulan) 

d. Apabila dalam PKWT ditetapkan 

masa percobaan maka akan batal 

demi hukum. 

e. PKWT tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat terus-

menerus atau tidak terputus-putus 

(Pasal 56 s.d. 58 UUKK). 

Sementara itu, ciri-ciri pekerjaan 

yang dapat dibuatkan PKWT adalah 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau 

yang sementara sifatnya. 

b. pekerjaan yang diperkirakan 

penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 

tiga tahun (maksimal 2 tahun dan 

hanya dapat diperpanjang satu kali 

saja selama satu tahun). 

c. pekerjaan yang bersifat musiman. 

d. pekerjaan yang berkaitan dengan 

produk baru, kegiatan baru atau 

produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan (Pasal 59 

UUKK) 

Karena ciri-ciri pekerjaan untuk 

PKWT adalah yang sekali selesai dan 

predictable, PKWT diadakan untuk 

paling lama dua tahun dan hanya boleh 

diperpanjang satu kali untuk jangka 

waktu paling lama satu tahun. 

Pembaharuan PKWT hanya dapat 

dilakukan satu kali dan untuk jangka 

waktu paling lama dua tahun. Apabila 

PKWT tersebut dibuat tidak sesuai 

dengan syarat-syarat di atas, PKWT 

tersebut secara otomatis berubah 

menjadi PKWTT. Dengan demikian, 

para pekerjanya bukan lagi menjadi 

karyawan kontrak, tetapi menjadi 

karyawan tetap sejak perjanjian kerja 

tersebut dibuat. 

Contoh-contoh perjanjian kerja 

bagi pekerja kontrak outsourcing yang 

terdapat di PTN BLU UNPAD, ITB, dan 

UPI sebagaimana telah direkapitulasi, 

secara jelas kurang memenuhi kaidah-

kaidah yang terdapat di dalam baik Pasal 

1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 

perjanjian secara umum dan tidak pula 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

di dalam UUKK. Dengan demikian, 

perjanjian-perjanjian kerja bagi pekerja 

kontrak outsourcing di PTN BLU yaitu 

UNPAD, ITB, dan UPI kurang 

memberikan perlindungan hukum 
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kepada para pekerja kontrak 

outsourcing.  

Oleh karena itu, diperlukan kajian 

lebih lanjut serta penelitian yang lebih 

mendalam mengenai perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak outsourcing 

pada PTN BLU, yang memenuhi 

kaidah-kaidah hukum perjanjian dan 

kaidah-kaidah perlindungan hukum. Hal 

tersebut dapat berupa pemodelan secara 

khusus mengenai bentuk dan isi 

perjanjian kerja outsourcing yang sangat 

memperhatikan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban baik untuk para 

pekerja kontrak outsourcing maupun 

pihak PTN BLU sebagai pihak yang 

mempekerjakan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Perjanjian kerja bagi pekerja 

kontrak outsourcing seharusnya 

memenuhi kaidah-kaidah perlindungan 

hukum dengan menjaga keseimbangan 

antara hak dan kewajiban di antara para 

pihak yang membuat perjanjian, yaitu 

pihak pekerja kontrak outsourcing dan 

pihak PTN BLU, sebagaimana diatur di 

dalam UUKK maupun ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdataa tentang syarat 

perjanjian yang sah. 

Dari penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa PTN BLU 

yang merupakan objek penelitian belum 

menerapkan kaidah-kaidah hukum yang 

memberikan perlindungan hukum 

kepada para pekerja kontrak 

outsourcing, karena isi perjanjian kerja 

yang merupakan bentuk perlindungan 

hukum para pekerja kontrak outsourcing 

PTN BLU UNPAD, ITB, dan UPI tidak 

memenuhi atau kurang memenuhi 

kaidah-kaidah hukum perjanjian yang 

ada di dalam UUKK dan KUHPerdata. 

Oleh karena itu, diperlukan kajian 

lebih lanjut mengenai perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak outsourcing 

di PTN BLU dengan cara membuat 

model perjanjian kerja yang memenuhi 

kaidah perlindungan hukum, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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